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BAB 1  

                                PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan zaman membuat penggunaan media sosial sebagai tools 

kampanye semakin sering dilakukan oleh para praktisi public relations. Kegiatan 

publikasi kehumasan yang sebelumnya seperti penyampaian opini, pesan, dan berita 

dilakukan dengan menerbitkan media seperti; brosur, poster, pamflet media internal 

perusahaan (intern magazine), siaran pers, news release, advertorial, Profil 

Perusahaan, publikasi laporan keuangan tahunan, dan sebagainya (Ruslan, 2013, p. 

55). Kini kegiatan kampanye dapat dilakukan secara online menggunakan media sosial 

sebagai new media, salah satunya adalah melakukan kampanye sosial di media sosial 

seperti Instagram. Hal ini disebabkan oleh digitalisasi yang menggerakan secara cepat 

para praktisi PR untuk mulai mengadopsi dan mempertimbangkan media sosial 

menjadi wujud baru dari kehumasan atau public relations (Pienrasmi, 2015, p. 200). 

Kampanye sosial merupakan sebuah proses yang mengkomunikasikan sebuah 

pesan tentang suatu masalah sosial kemasyarakatan dan memiliki sifat non-komersial 

yang secara umum bertujuan untuk memunculkan serta menumbuhkan kesadaran 

masyarakat atas permasalahan sosial yang sedang terjadi (Ardiana et al., 2016, p. 2) 

Social Campaign memiliki orientasi pada tujuan yang bersifat khusus serta seringkali 

berdimensi pada suatu perubahan sosial. Biasanya, kampanye ini ditujukan untuk 
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menangani berbagai masalah sosial dengan cara mengubah sikap dan perilaku publik 

yang terkait (Venus, 2018, p. 18). Contoh kampanye yang berhasil memanfaatkan 

efektivitas media sosial, salah satunya adalah kampanye sosial melalui tagar #MeToo 

yang muncul di tengah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang produser 

film Harvey Weinstein ke banyak wanita, termasuk sederet aktris kenamaan 

Hollywood (Paramitha, 2017). Tagar #MeToo menjadi bentuk kampanye melawan 

pelecehan seksual yang dialami kaum wanita. Tagar ini digunakan oleh para korban 

yang berbagi cerita dan info mengenai pelecehan seksual yang dia alami. Sejak 

pertama kali digunakan, tagar #MeToo berhasil menembus 1 juta tweet di Twitter, dan 

12 juta post, comment, dan reaction di Facebook (Paramitha, 2017).  

Uniknya, tagar #MeToo yang menggunakan pendekatan non-agresif ini 

dianggap menjadi kampanye awareness tentang permasalahan sosial masyarakat yang 

cukup berhasil. Bahkan, seorang psikolog asal Los Angeles, dr. Nicole Lightman, 

menyatakan ajakan sharing ini menjadi langkah pertama yang baik bagi korban 

pelecehan seksual. Ia berkata bahwa “masyarakat jadi lebih mengenal masalah ini dan 

mendiskusikannya. Rasa malu karena kasus seperti ini pun jadi lebih berkurang” 

(Paramitha, 2017). Dari contoh tersebut menandakan bahwa efektivitas kegiatan 

kampanye sosial bisa dimaksimalkan melalui media sosial. 

Di samping kesuksesan tersebut, terdapat sisi negatif dari media sosial itu 

sendiri, yaitu kekerasan di media sosial. Salah satu bentuk kekerasan yang bisa 

dilakukan di media sosial adalah “bullying atau violence” (Utoro et al., 2020, p. 152). 

Jenis bullying ini disebut sebagai cyberbullying, yaitu perundungan yang terkait 
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dengan penggunaan Internet (Yanti, 2019, p. 577). Kekerasan ini bersifat untuk 

merendahkan, menakuti ataupun mengancam orang lain. Tindakan bullying ini 

penyerangan dilakukan melalui kata – kata (Simbolon, 2013, p. 234). Fenomena 

cyberbully di media sosial seperti Instagram ini, ternyata juga mengandung bias 

gender. Bullying yang terjadi pada perempuan seringkali mengarah pada tindakan 

kekerasan seksual, pelecehan seksual, body shaming, hingga justifikasi norma, yang 

mana hal ini tidak lepas dari diskursus – diskursus yang biasa dilekatkan pada 

perempuan dalam masyarakat patriarki (Marsya, 2019, p. 33). Cyberbullying ini 

merupakan salah satu bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Unpar, 

2020). Kekerasan Berbasis Gender Online tersebut, sama berbahaya nya dengan 

kekerasan di dunia nyata, dan berpotensi besar membungkam suara anak perempuan 

(Plan International, 2020).  

Salah satu contoh dari cyberbullying yang dilakukan di media sosial Instagram, 

terdapat pada unggahan konten foto seorang aktris perempuan pada akun Instagram 

@lambe_turah tanggal 21 Oktober 2018 yang memiliki jumlah komentar yang cukup 

banyak, yaitu sebanyak 2130 komentar (Marsya, 2019, p. 37). Unggahan konten foto 

yang menunjukkan kondisi selebriti yang sedang sakit tersebut memicu komentar 

negatif dari para netizen yang mengarah pada pakaian yang biasa dikenakan selebriti 

tersebut ketika tampil di media sosial. Komentar pertama berbunyi “masuk 

angin..bajunya sering kebuka soalnya…cepet sembuh ya Kesha”. Komentar tersebut 

bermuatan sexiest, yaitu menyalahkan cara berpakaian perempuan sebagai tanda yang 

menjadi penyebab ia menjadi sakit (Marsya, 2019, p. 38). Dari contoh tersebut, secara 
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tidak langsung dapat dikatakan bahwa cyberbullying yang dilakukan audiens, 

diciptakan melalui tanda – tanda dalam konten yang diunggah, seperti misalnya cara 

berpakaian yang menjadi tanda dalam memunculkan komentar bermuatan sexiest 

Media sosial sendiri menjadi tempat yang efektif sekaligus efisien dalam 

memberikan informasi, serta menjadi ruang diskusi yang tersedia dalam kolom 

komentar yang juga memungkinkan penggunanya untuk melontarkan hal-hal bersifat 

negative seperti umpatan, ungkapan kebencian, dan komentar miring lainnya yang 

menjurus pada bentuk cyberbullying (Marsya, 2019, p. 34). Secara definisi, media 

sosial merupakan media yang dipergunakan konsumen untuk berbagi teks, gambar, 

audio atau suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan 

(Kotler & Keller, 2016, p. 642).  

Salah satu media sosial yang cukup populer adalah Instagram. Dalam 

perkembangannya, per bulan November 2019, Instagram telah memiliki pengguna 

aktif bulanan dengan jumlah mencapai 61.610.000, dan terus bertambah hingga 

87.340.000 pengguna di bulan maret 2021 (Napoleoncat, 2021). Instagram sendiri 

merupakan jejaring sosial yang berdiri pada 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan 

Mike Krieger dari perusahaan bernama Burbn, inc. Kemudian, pada 9 April 2012, 

Facebook resmi mengambil alih Instagram dengan nilai mencapai hampir $1 miliar 

dolar (Sendari, 2019). Instagram hadir sebagai fitur baru yang mengedepankan 

visualisasi yaitu berupa gambar dan video dengan menyertakan “caption” beserta 

tanda tagar atau hashtag (#). Fungsi hashtag atau tagar salah satunya bisa digunakan 

untuk melakukan kampanye lintas platform media sosial. Selain itu, fitur ini juga 
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membuat semua update tentang postingan terkait akan terorganisir dan terkelompok 

dengan baik. Keberadaan hashtag dinilai dapat memberikan manfaat lebih khususnya 

untuk pemasaran atau promosi secara Online (Gusti, 2020). 

Salah satu kampanye sosial mengenai anti kekerasan yang terjadi di Indonesia 

adalah “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” atau disingkat 

menjadi “16 HAKTP”. Kampanye ini merupakan kampanye berskala internasional 

untuk mendorong upaya - upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di 

seluruh dunia (Komnas Perempuan, n.d.-a). Sebagai institusi nasional hak asasi 

manusia di Indonesia, tentunya Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di 

Indonesia. Kegiatan kampanye 16 HAKTP ini berlangsung selama dua minggu, yaitu 

dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan 

Kekerasan terhadap perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari 

Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Komnas Perempuan, n.d.-a). Komnas 

Perempuan merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan independen, serta memiliki 

legitimasi hukum yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 

tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 

n.d.-a). Komnas Perempuan memiliki akun di beberapa media sosial, salah satunya 

adalah Instagram, dengan nama akun @komnasperempuan yang sampai pada bulan 

April 2021 memiliki 21.7 ribu followers dan secara aktif memberikan informasi terkait 

kasus kekerasan terhadap perempuan. 
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Gambar 1.1 Profil Akun Instagram @komnasperempuan 

Sumber: Instagram (@komnasperempuan, 2021) 

Tentunya akun @komnasperempuan juga menjadi pelopor kegiatan kampanye 

16HAKTP di Instagram yang tentunya aktif dalam mengunggah konten mengenai 

kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, akun @komnasperempuan juga 

menginisiasi penggunaan hashtag tertentu di media sosial sebagai pendukung 

kampanye yang dijalankan selama kurun waktu kampanye 16HAKTP, yaitu dari 

tanggal 25 November - 10 Desember 2020. 

Dalam kegiatannya, tema besar kampanye 16 HAKTP tahun 2020 yakni 

“Gerak Bersama: Jangan Tunda Lagi, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. 

Kampanye ini menggunakan hashtag untuk mendukung kegiatannya di sosial media, 

yaitu: #GerakBersama, #SahkanRUUPKS, dan #JanganTundaLagi (Debora, 2020). 

Dari ketiga hashtag tersebut, terdapat satu hashtag yang paling banyak digunakan, 

yaitu #GerakBersama yang mencapai hingga 28.769 postingan di Instagram, 
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sedangkan #SahkanRUUPKS mencapai 28.242 postingan, dan #JanganTundaLagi 

hanya mencapai 3.826 postingan pada bulan April 2021. 

Gambar 1.2 Data Jumlah Postingan #GerakBersama di Instagram 

Sumber: Instagram (#gerakbersama, 2021) 

 Komnas Perempuan sendiri menyatakan bahwa dalam Beberapa tahun 

terakhir, suara para penyintas serta aktivis menjadi atensi di seluruh dunia, melalui 

kampanye semacam #TimesUp, #MeToo, #NotOneMore, #BalanceTonPorc dan 

lainnya, sudah mencapai puncak suara yang tidak bisa dibungkam lagi. Di Indonesia 

sendiri, pada dua tahun lalu, kemudian dikenal dengan gerakan #GerakBersama dalam 

mendukung penghapusan kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2018).  

Dalam kampanye 16HAKTP ini, Komnas Perempuan mengajak berbagai 

elemen masyarakat untuk membangun strategi pengorganisasian serta menyepakati 

agenda bersama, salah satunya yaitu: menggalang gerakan solidaritas yang 

berlandaskan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan 
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pelanggaran HAM (Debora, 2020). Hal ini ditujukan untuk menyikapi kasus kekerasan 

seksual yang mengalami pelonjakan kasus. Sepanjang periode awal Covid - 19 (Maret 

- Mei 2020), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, Komnas Perempuan 

menemukan adanya 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak 

perempuan (Debora, 2020).  

Selain itu, Tercatat Sebanyak 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan sepanjang tahun 2019. Jumlah ini meningkat enam persen (6%) dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 406.178 kasus kekerasan dan menjadi tahun dengan angka 

tertinggi kasus kekerasan seksual. Pasalnya, dalam tahun tersebut kekerasan seksual 

banyak terjadi di lingkungan keluarga, seperti inses dan marital rape (kekerasan 

seksual dalam keluarga) (Mashabi, 2020). Kekerasan seksual dalam kurun 12 tahun 

telah meningkat sebanyak tujuh ratus sembilan puluh dua persen (792%) (hampir 

800%) hal ini dicatat dalam lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan Tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2020). 

Gambar 1.3 Data Umum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kurun 12 

Tahun 

Sumber: (Infografis Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Pempuan, 2020) 
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Sementara itu, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 

(CATAHU 2021), menyebutkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan menurun 

sekitar tiga puluh satu koma lima persen (31.5%) dari tahun sebelumnya. Penurunan 

jumlah kasus secara signifikan, seperti yang tercatat dalam Catahu 2021 menunjukkan 

bahwa kemampuan menyusun data, seperti melakukan pencatatan dan dokumentasi 

kasus KtP di Lembaga layanan lokal maupun nasional perlu menjadi prioritas utama. 

Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir serratus persen (100%) 

dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner 

sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun, sebanyak 

tiga puluh empat persen (34%) organisasi atau lembaga yang mengembalikan 

kuesioner menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kasus selama pandemi. 

Jumlah pengaduan terhadap Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu dari 1.413 di tahun 2019 menjadi 2.389 di tahun 2020, yakni 

meningkat sebanyak enam puluh persen (60%) (Komnas Perempuan, 2021). 

Banyak catatan kasus kekerasan seksual tersebut, kampanye sosial 16HAKTP 

di Indonesia menyoroti pengesahan RUU PKS, momen ini dimanfaatkan untuk 

mendorong pengesahan RUU PKS (Harness, 2020). Secara umum, kampanye sosial 

#GerakBersama yang banyak digunakan di Instagram mengajak lebih banyak lagi 

orang untuk mendengar dan mendukung korban kekerasan seksual, mendukung 

pengesahan RUU PKS, dan mendukung adanya perubahan sosial masyarakat 

mengenai anti kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut mendasari dasar penelitian 

ini, pendalaman mengenai kampanye sosial anti kekerasan terhadap perempuan 
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melalui hashtag di media sosial dengan melalukan penelitian dan mengangkatnya 

menjadi sebuah topik “Kampanye Sosial Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Melalui #GerakBersama di Instagram”. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PR berbentuk 

kampanye sosial sangat terbantu dengan kehadiran media sosial. Dalam hal ini, 

unggahan dengan hashtag #GerakBersama menjadi penting sebagai unggahan yang 

membantu kampanye sosial anti kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh 

Komnas Perempuan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, kehadiran media sosial telah mengubah cara para 

praktisi PR dalam berpikir dan melaksanakan praktiknya, lebih strategis, semakin 

bersifat komunikasi dua arah dan interaktif, simetris atau dialogis dan lebih 

bertanggung jawab secara sosial (Pienrasmi, 2015, p. 200). Hal ini tentu saja 

berpengaruh salah satu praktik PR yaitu kampanye. Kini kampanye banyak dilakukan 

di media sosial, salah satunya adalah kampanye tentang isu sosial Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan yang merupakan upaya mewujudkan penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan.  

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak penistaan dan 

pengebirian harkat manusia yang bisa terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di 

tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena 

pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-
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laki (Amalia, 2011, p. 400). Definisi lain yang dirumuskan oleh Departemen 

Kesehatan RI (Depkes RI) tahun 2006 mengenai kekerasan perempuan adalah setiap 

perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan, baik itu secara fisik, seksual, psikologis, ancaman, pemaksaan, dan 

perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di 

lingkungan rumah tangga (personal) (Indrasty et al., 2018, pp. 96–97). 

Selain itu, terdapat definisi dari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang 

merupakan bentuk tuntutan masyarakat sipil Indonesia, terutama kaum perempuan, 

atas tragedi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Tuntutan tersebut berakar 

pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa 

dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Maka dari itu lahirlah 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai 

lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan 

Indonesia (Komnas Perempuan, n.d.-c). anti kekerasan terhadap perempuan yang 

diwakilkan Komnas Perempuan memiliki dua tujuan, yaitu: 1) Mengembangkan 

Kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dan penegakan hak - hak asasi manusia perempuan di Indonesia; 2) 

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan (Komnas Perempuan, 

n.d.-b). 

Dalam menjalankan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada tujuh 

(7)  nilai dasar (Komnas Perempuan, n.d.-b), yakni: 1) kemanusiaan; 2) kesetaraan 
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dan keadilan gender; 3) keberagaman; 4) solidaritas; 5)kemandirian; 6) 

akuntabilitas; 7) anti kekerasan dan anti diskriminasi. Kemudian, dalam praktiknya, 

Kampanye Sosial Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menggunakan fitur hashtag 

sebagai pendukung kegiatannya di media sosial. Salah satu hashtag yang digunakan 

adalah #GerakBersama yang membuktikan bahwa kegiatan komunikasi dalam 

kampanye bisa dimaksimalkan  melalui media sosial, yaitu dengan memanfaatkan 

keberadaan hashtag itu sendiri yang membuat seluruh update tentang postingan terkait 

akan terorganisir dan terkelompok dengan baik, serta dinilai dapat memberikan 

manfaat lebih khususnya untuk pemasaran atau promosi secara Online (Gusti, 2020). 

Nyatanya kini hashtag tersebut telah digunakan sebanyak 28.769 kali di Instagram 

pada April 2021 (Instagram, 2021). 

Dari data diatas, akun @komnasperempuan terbilang cukup aktif mengirimkan 

pesan melalui media sosial. Namun demikian, dalam beberapa kasus, maksud dan 

pesan dalam kampanye sosial kadangkala bersifat kontradiktif. Misalnya pada kasus 

kampanye media sosial anti-merokok dengan hashtag #SuaraTanpaRokok yang 

diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Selamet, 2019). Dari pengamatan yang 

dilakukan oleh Selamet, kampanye tersebut hanya berfokus pada sikap takut dan sedih 

untuk menunjukkan ketidaksetujuan pada merokok dan risiko yang dirasakan dari 

merokok. Sedangkan, jika kampanye tersebut mampu memberikan argumen atau 

pesan beralasan yang berfokus pada apa yang dipikirkan orang lain tenang merokok 

atau pada sikap individu terhadap merokok, hal tersebut dapat mengubah perilaku 

masyarakat (Selamet, 2019). Permasalahan serupa juga terlihat dalam Kampanye 
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Sosial Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang hanya berfokus pada pemahaman 

seseorang mengenai banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

disampaikan dalam bentuk pesan berupa konten video atau foto yang berisi data dan 

fakta dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Pesan apa saja yang disampaikan 

dalam kampanye tersebut, dapat dilihat dari tanda-tanda yang digunakan. 

Maka dari itu, peneliti ingin melihat apa saja tanda-tanda Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan yang muncul dalam kampanye sosial melalui #GerakBersama 

dalam akun @komnas perempuan.  Kampanye sosial 16HAKTP yang menjadi payung 

besar #GerakBersama ini memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya, yaitu selama 

dua minggu, mulai dari 25 November sampai dengan 10 Desember setiap tahunnya. 

Oleh karenanya, penelitian ini akan fokus pada unggahan dalam masa tersebut. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini 

adalah: Apa tanda – tanda anti kekerasan terhadap perempuan dalam kampanye 

sosial melalui unggahan #GerakBersama dalam akun Instagram 

@komnasperempuan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Mengetahui apa tanda – tanda anti kekerasan terhadap perempuan dalam 

kampanye sosial melalui unggahan #GerakBersama dalam akun Instagram 

@komnasperempuan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan referensi 

bagi penelitian lanjut yang akan meneliti tentang kampanye sosial dalam 

lingkup isu sosial kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di media 

sosial. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi evaluasi dan masukan 

positif terutama bagi individu ataupun organisasi seperti Komnas Perempuan 

dalam menjalankan kampanye sosial melalui lingkup isu sosial kekerasan 

terhadap perempuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Selain itu, hasil 

penelitian juga diharapkan dapat menjadi acuan, saran, atau dapat memotivasi 

kajian ilmiah lain yang sejenis. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

Secara sosial, penelitian ini memberikan gambaran mengenai eksistensi 

perempuan yang terus berjuang untuk memperoleh hak keadilan dan 

kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya kasus kekerasan 

seksual dalam kurun 13 tahun terakhir (2008 - 2020), tentu perlu menjadi dasar 
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pertimbangan dan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum yang 

mampu memberikan keadilan bagi korban. Komitmen ini perlu didukung oleh 

seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga dan organisasi lain sehingga 

menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman, damai, dan sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


